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RINGKASAN

Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk dapat mengetahui adanya tingkat
efektivitas pada penerimaan bea perolehan hak atas hak atas tanah serta bangunan
atau yang sering dikenal dengan nama PBHTB dalam sebuah proses jual beli saham
dalam hal ini tanah oleh pihak pemerintah dalam hal ini dinas pendapatan Kota
Malang, dengan tujuan ialah untuk mengetahui target perencanaan dan realisasi
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Malang,
menganalisis faktor pendukung apa saja yang timbul dalam pemungutan BPHTB di
Kota Malang, serta untuk dapat menganalisa salah satu penyebab dalam
menghambat apa yang terjadi pada saat diadakan pemungutan BPHTB yang berada
di Kota Malang. Fokus yang akan dijadikan pada riset ini ialah Dispemda Kota
Malang, dalam melaksanakan penelitian harus menggunakan salah satu metode
ialah deskriptif kualitatif, data atau informasi yang diperlukan ialah data sekunder
serta primer, teknik yang digunakan pada saat pengumpulan data ialah interview,
observasi serta dokumentasi, hasil analisa pada riset ini dapat dikatakan bahwa : (a)
untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan BPHTB dibuat dengan
sistem self assesment di mana WP yang mana akan diberikan kewenangan dalam proses
kepercayaan dalam tanggung jawab dengan tujuan ialah untuk dapat menghitung sampai
dengan membayra pajak yang mana harus dibayar berdasarkan dnegan aturan yang ada, (b)
untuk mengetahui target perencanaan dan realisasi penerimaan BPHTB. Menjadi pajak

Daerah di Kota Malang merupakan kebijakan yang tepat dalam melakukan peningkatan




APBD Kota Malang serta dapat meningkatkan tingkat efetivitas yang akan diraih oleh
pihak BPHTB, (c) dalam pelaksaan perpajakan adapula salah satu kendala yang mana
sering terjadi dalam melaksanakan pemrosesan pemungutan BPHTB ialah pada tingkat
pemahaman dalam melaksanakan pembayaran WP terhadap peraturan perpajakan, serta
kepatuhan dan tingkat kesadaran WP terhadap penetapan aturan yang berkaitan dengan
perpajakan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masih sangat minim dalam meemahami
proses perpajakan dalam melaksanakan proses pembayaran WP hal ini menyebabkan
kurangnya pendapatan daerah yang berasal dari pembayaran pajak.

Kata Kunci: Efektivitas, Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(BPHTB) , Transaksi Jual Beli




BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kesejahteraan juga juga dapat dikatakan sbegai salah satu model
pembangunan yang pada peningkatan kesejahteraannya itu dengan peran penting
yang diserahkan terhadap negara. Kehidupan perekonomian di negara Indonesia
sebagian besar adalah yang bercorak argaris, di mana hasil kekayaan SDA yang ada
dengan tujuan untuk untuk aktifitas pada proses pembangunan dikalang masyarakat
yang merata, yang mana telah dituangkan dalam UU serta pancasila Tahun 1945
yang isinya ialah berdasarkan pada pasal 33 UU Ttahun 1945 ayat 3 ialah segala
kekayaan SDA yang terkandung didalamnya yang mana akan dikuasai oleh pihak
negara serta dapat digunakaan untuk meraih kesejahteraan masyarakat. Tanah juga
dapat dikatakan sebagai salah satu tingkat kebutuhan yang mendasar untuk
melakukan apapun salah satu ialah berinvestasi. Sebagaimana diungkapkan oleh
Asmiyanti (2011) yang menyatakan bahwa hak berdasarkan pada tanah serta
bangunan yang akan diharuskan untuk dapat memberikan sebagian perolehannya
kepada negara melalui pembayaran pajak.

Bisnis penjualan atan pembelian bangunan serta tanah ialah satu kegiatan
diselenggarakan dari seluruh masyarakat yang mana akan diberikan sebuah
pemasukan bagi negara dalam bentuk pajak. Sebab bisnis jual beli tanah adalah
suatau kegiatan hukum yang bisa menyebabkan hutang pajak.

Dengan melambung tingginya kegiatan pembangunan yang terjadi berbagai
bidang, dpat menyebabkan peningkatan bahkan smaapai pada tingkat pengeluaran

terhadap ketersediaan bangunan dan tanah yang mana dinyatakan sangatlah kurang.




Perlu diketahui bahwa bangunan serta tanah dibutuhkan untuk kelangsungan hidup,
oleh karena itu seharusnya badan hukum atau orang pribadi dapat memperoleh nilai
tambah secara ekonomis dan berfungsi yang akan diberikan sebuah perolehan atas
hak serta fungsi yang ada. UU Tahun 1997 No 21 yang menyatkan bahwa pajak
yang dimaksutkan dalam memperolah BPHTB yang mana berdasarkan dengan
aturan yang berlaku.

Banyaknya tanggungan pajak yang harus dibayar seringkali mengakibatkan
persoalan lalu cenderung para wajib pajak atau badan hukum bermacam-macam
cara agar mengurangi pembayaran pajak antara lain yaitu dengan membuat salah
satu tindakan untuk menghindari perpajakan. Sistem penghindaran pada perpajakan
ialah salah satu tindakan yang berlawanan pada pajak ialah kendala yang terjadi
dalam pemungutan pajak dan dapat menyebabkan rendahnya penerimaan kas
negara (Fadhilah, 2014). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya PP terkait
perpajakan dikarenakan perpajakan tingkat pelaksanaannya berkaitan dengan tax
avoidance yang jauh lebih menggunakan celah untuk UU perpajakan yang dengan
tujuannya ialah dapat meminimalkan sistem pemasukan dari aspek perpajakan.

Pada saat pelaksanaannya, BPHTB menggunakan sistem self assessment serta
tata cara pembayarannya amat elementer disebabkan oleh tidak digunakannya Surat
Ketetapan Pajak. Dimaksudkan metode ini adalah dalam melakukan penentuan
perpajakan yang mana akan dapat membebankan peningkatan pada pajak yang
mana perlu diadakan dalam proses pembayaran oleh WP yang berhubungan
langsung secara mandiri, sistem pelaporan perpajakan serta dapat melakukan proses
pembayaran pajak terutang maupun kewajibannya untuk membayar pajak (Octavia,

Rizal, & Salim, 2019).




Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan
penelitian dengan judul: “EFEKTIVITAS PENERIMAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI”

12 Rumusan Masalah
Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga rumusan
masalah yang akan diambil dalam riset ini ialah :
1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan Dispenda Kota Malang?
2. Bagaimana target perencanaan dan realisasi penerimaan bea perolehan pajak

hak atas tanah dan bangunan di Dispenda kota Malang Tahun 2017-20197
3. Faktor-faktor penghambat apa saja yang timbul dalam penerimaan Bea

perolehan Hak atas tanah dan Bangunan Dispenda Kota Malang
13 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan
dari riset ini ialah :
1. Untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan Dispenda Kota Malang Tahun 2017-2019
2. Untuk dapat mengetahui target perencanaan dan realisasi penerimaan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan Dispenda Kota Malang Tahun 2017-

2019
3. Untuk dapat mengetahui serta dapat faktor—faktor penghambat apa yang timbul

dalam pemungutan (BPHTB) di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian




Sebagaimana telah dibahas pada tujuan dari riset tersebut, sehingga manfaat

yang akan diambil dari riset ini ialah :

1.

Bagi peneliti

Pada riset ini selalu diharapkan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan
terhadap peneliti dalam mampu melakukan sebuah analisa terkait dengan
sistem pemungutan pajak BPHTB oleh badan pendapatan Kota Malang

Bagi Universitas

Pada riset ini selalu diharapkan untuk dalam mebrikan sebuah kontribusi serta
panmbahan kajian teoritis serta dapat akan dijadikan salah satu bahan kajian
ilmu di lembaga Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang.

Bagi Instansi

Pada riset ini selalu diharapkan untuk dapat digunakan salah satu data terhadap
instansi terkait pada tingkat efektivitas serta berkontribusi pada pemda Kota
Malang

Bagi pihak lain yang berkepentingan

Pada riset ini selalu diharapkan untuk dapat dijadikan salah satu dasar dalam
melakukan perbandingan terhadap riset yang akan datang dengan mslaah riset

yang serupa.
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